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KEPUTURAN CAMAT GUNTUR
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 42001 7 048 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

CAMAT GUNTUR,

Memmmbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik scsuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan  yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;

h  bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan  pelayanan
dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar
Pelayanan pada Kecamatan Guntur;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Camat Guntur tentang Standar Pelayanan pada
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah =~ Kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat [l Semarang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satn Dintnye
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MEMUTUSKAN

gtandar Pelayanan  pada  Kecarnalan Guntur  Fabupalen
amn Larmpirarn

Demak Tauhun 2024 sebagaimana tercanturr el
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusarn 10l

Standar Pelayanan pada Kecamatan Guntur meliputl ruang
lingkup pelayanan administratif.

Standar Pelayanan pada  Kecamatan  Guntur wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana  dan sehagal
acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan
penyelenggara, aparat pengawasar, dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Guntur
pada tanggal 7 Februari 2024
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT GUNTUR
KABUPATIEN DEMAK

NOMOR 420.1 / (12 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
KECAMATAN QUNTUR KABUPATEN
DIEMAK TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewuwjudkon fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip
dan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih,
perlu adanya Standar Pelayanan, Standar Pelayanan yang sclanjutnya
disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan scbagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang
dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan
perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya dalam melaksanakan
pelayanan publik, dituntut untuk menyusun Standar Pelayanan (SP)
sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang pelayanan publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik
baikk yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung
maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan

Standar Pelayanan.

. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan Pada Kecamatan Guntur
adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja
sesual dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan
penyelenggara sehingga medapatkan kepercayaan masyarakat. Sasaran
yang ingin dicapail adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap

institusi pemerintah khususnya Kecamatan Guntur.



C. STANDAR PELAYANAN
Jems Pelavanan
. Penerbitan Pengantar B-KTP

NO. KOMPONIEN URAIA

. o By . . — il - L C—— — - - WU __.N,._.,..,---,__ —— . - " i
. Dasar Hukum PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan |

‘ Peraturan Dacrah (Perda) Kabupaten Demak Nomor
10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Dacrah Nomor S Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah

P e T I

o —  ——— — "

Pengantar Desa

e

i g, i . - — i ——— T T WY g

2. | Persyaratan

~_|Pelayanan "=

3. | Sistem, Sesuai dengan SOP
meckanisme, dan

| prosedur

4. | Jangka waktu 45 (empat puluh lima) menit
penyelesalan

5. | Biaya/tantf -

6. | Produk pelayanan | Pengantar E-KTP

7 Sarana, . Perangkat Komputer
prasarana, 2. Buku registrasi
dan/atau 3. Buku Agenda
fasilitas 4. Ruang Tunggu

8. | Kompetensi 1. Camat/Sekcam/Kasi Tapem/Kasi Pelayanan
Pelaksana 2. Pengadministrasi Pemerintahan

3. Petugas PATEN

9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat
internal mengawasi Kasi dan Kasi mengawasi Staf/Operator.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan secara lisan,
pengaduan, SMS, Telepon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya
masukan akan dibahas dalam rapat internal. Hasil

evaluasi disampaikan ke Camat untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 4 (empat) orang
pelaksana

12. | Jaminan - Memberikan pelayanan yang mudah, tepat
pelayanan waktu, dan transparan.

- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan
peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian,
keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib

| administrasi.

13. | Jaminan - Perekaman E-KTP dijamin keabsahannya
keamanan dan - Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya
keselamatan - Tempat parkir yang luas dan aman
pelayanan

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal




3 Penerbitan Pengantar Kartu Keluargn

§ -

URAIA |

| NQ. KROMPONEN
N
| (| Dasar Hukum PP Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan,
| AR ‘ I‘t't:wu_mtnn 1. Pengimitar Desa ‘,
" Pelayanan 2. Mengisi formulir '
| 1 Data dukung lainnya;aktn kelahiran, tjazah, |
surat nikah, surat keterangan  hilang, KK ,
lama, dll; (menyesuaikan KK yang dimohon - 1;
KK Baru,perubahan data, KK hilang). :
H::_rw'hgi;icfn. Sesuai dengan SOP
| mekanisme, dan
,,,,,,, prosedur = -
4. |Jangka waktu 45 (cmpat puluh lima) menit
| penyclesain | e |
S Biava/tant - |
6. | Produk pelayanan | Pengantar Kartu Keluarga
7. | Sarana, I. Perangkat Komputer
| prasarana, 2. Buku registrasi
dan/atau 3. Buku Agenda
fasilitas 4. Ruang Tunggu
8. | Kompetensl |. Camat/Sekcam/Kas1 Tata
Pelaksana Pemerintahan/Kasi Pelayanan
2. Pengadministrasi Pemerintahan
3. Petugas PATEN
9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat
internal mengawasi Kasi dan Kasi mengawasi Staf/Operator.
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, SMS,
pengaduan, Telepon/fax, e-mail, atau media masa yang
saran, dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal.
masukan Hasil evaluasi

disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 4 (empat) orang
pelaksana

12. | Jaminan - Memberikan pelayanan yang mudah, tepat
pelayanan waktu, dan transparan.

- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan
peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian,
keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib
administrasi.

13. | Jaminan - Pengantar Kartu Keluarga (KK) dijamin
keamanan dan keabsahannya
keselamatan - Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya
pelayanan - Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap
' Pelaksana bulan secara berjenjang melalui rapat-rapat
internal




1 Penerbitan Pengantar Pindah Domiaill

NO. KROMPPONIEN UH;;\M

.| Dasar Hukun PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang, Kecnmatan | wi

2] Persyaratan . Penpgantar Desa
Pelayanan 2, Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

3. Kartu Keluargn nsli

1. KTP yang bersangkutan

e —————————————————————— e et et
3. | Sistem, Sesuat dengan SOP
mckanisme, dan
_ fprosedur _{ B i 1
4 Jangka waktu 45 (empat puluh lima) menit
| penyelesaian  f _— :
5. [Biaya/tanif - o 2
6. | Produk Pengantar Pindah Domisili
| pelayanan | - -

7 Sarana, . Perangkat Komputer
prasarana, 2. Buku registrasi
dan/atau 3. Buku Agenda
fasilitas 4. Ruang Tunggu

8. | Kompetensi |. Camat/Sekcam/Kasi Tapem/Kasi Pelayanan
Pelaksana 2. Pengadministrasi Pemerintahan

3. Petugas PATEN

9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat
internal mengawasi Kasi dan Kasi mengawasi Staf/Operator.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, SMS,
pengaduan, Telepon/fax, e-mail, atau media masa yang
saran, dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal.
masukan Hasil evaluasi

disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.

11. [ Jumlah S5 (lima) orang
pelaksana

12. | Jaminan - Memberikan pelayanan yang mudah, tepat
pelayanan waktu, dan transparan.

- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan
peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian,
keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib
administrasi.

13. | Jaminan - Pengantar pindah domisili dijamin keabsahannya
keamanan dan |- Ruang Tunggu diyjamin kenyamanannya
keselamatan - Tempat parkir yang luas dan aman
pelayanan

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal
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4 Legalizasl Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepollalan (SKCK]
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NO. KROMPONIN URAIA

¥
I’ Nomor 19 Tahun '.!t_l(ﬂl}i “‘I.l.i‘!il-:ig i‘:!'l"flilfllllji!ui_:__ RS
1. Pengantar Desn

L e

ll Dasar Hukum
) Persynratan

r -
| -
i

] Pelavanan Y Pas Foto ukuran 3 x 4 sehanyak 1 lembar
o L KTP yang bersanglutan
3. | Sistem, Sesud dengnn S0P
mekanisme, dan
‘_l"“““*h.“f e —————
L4, DJangka waktu 30 (tiga puluh) menil

p{'n\'l‘lt‘ﬂﬂim\_ ol e e ————

6. | Produk pelayanan | Pengantar SKCK yang sudah dilegalisasi

----- e —— e . —

Perangkat Komputer
prasarana, . Buku registrasi

.
2
dan/atau fasilitas | 3. Buku Agenda
| | 4. Ruang Tunggu
I
2
3

ety ] e e el

(B Sarana,

8. | Kompetensi . Camat/Sckcam/Kasi Trantib/Kasi Pcla}anan

Pelaksana . Pengelola Kamtib/Pranata Linmas
. Petugas PATEN

9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat
internal mengawasi Kasi dan Kasi mengawasi Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, SMS,
pengaduan, Telepon/fax, e-mail, atau media masa Yyang
saran, dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal.
masukan Hasil evaluasi

disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 4 (empat) orang

pelaksana

12. [ Jamnan _ Memberikan pelayanan yang mudah, tepat

pelayanan waktu, dan transparan.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan

peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian,
keramahan, rasa tanggung jawab dan

tertib administrasi.
13. | Jaminan - Legalisasi pengantar SKCK dijamin keabsahannya

keamanan dan - Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya
- Tempat parkir yang luas dan aman

keselamatan
pelayanan

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial

NO. KOMPONEN URAIA
N
1. [ Dasar Hukum PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
2. | Persyaratan 1. Pengantar Desa
Pelayanan 2. Formulir isian IMB
3. Surat pernyataan tidak keberatan dari
sebelah menyebelah
4. Fotokopi KTP pemohon
| | 5. Fotokopi tanda lunas PBB
| | 6. Denah Inkasi hbanaoiinan

]
e il —————— i = - e




Henund dengan SOP

| Sisten, |

1 mekanieme, dnn ﬁ |

| | ]\n!m"tltll ! -> h_l'

F4. [Janpka waktu 2 {dua) hur |

i | penye le -unnn”* | ) ]
. | Binyn/tanf - __

6. | Produk p(‘hwnnm\ 'SK IMD Non Komersinl

. — _ - e N———— g —— i —————— . SRR~

| 7. | Sarana, . Pcmnrknt kmnputr:r
prasaranan, 2. Buku repistrasi
dan/atau 3. Buku Agenda
fasilitas 4. Ruang Tunggu - I

8. “i:nmpctcnul ] Lnnml/%vkt.un/I«.utu PMDK/KI]‘H Pel: ;ynnnn
Pelaksana 2. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat

3. Bendahara Penerimaan
= | 4. Pctugas PATEN
Q. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara bcrjcnjang dari Camat
internal mengawasi Kasi dan Kasi mengawasi Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, SMS,
pengaduan, Telepon/fax, e-mail, atau media masa yang
saran, dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal.
masukan Hasil evaluasi

| disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.
11. | Jumlah S (lima) orang
pelaksana
12. | Jaminan - Memberikan pelayanan yang mudah, tepat
pelayanan waktu, dan transparan. |
- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan
peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian,
keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib
administrasi.
13. | Jaminan - SK dijamin keabsahannya
keamanan dan - Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya
keselamatan - Tempat parkir yang luas dan aman
pelayanan
14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap
Pelaksana bulan secara berjenjang melalui rapat-rapat
internal

6. Penerbitan Rekomendasi Perizinan

1

NO. KOMPONOEN URAIA
N
1. | Dasar Hukum PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
2. | Persyaratan . Permohonan 1zin
Pelayanan 2. Rekomendasi Kepala Desa
3. KTP yang bersangkutan
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga
5. Tanda lunas PBB tahun berjalan/tahun
sebelumnya
6. Denah lokasi
3. | Sistem, Sesuai dengan SOP
mekanisme, dan
prosedur
4. | Jangka waktu S0 (ilma puluh) menit
penyelesalan
O. | Biaya/tanf -
6. | Produk pelavanan | Rekomendasi perizinan
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)rT. | Baranm, ) Merinphknt Komypnatey
; ipmmmnn. {8 Hokuregintina
i Padan atn Voo Avenidn

| Tasilitin I t Ruanng Tonga _
'R Rampetensd L Ut/ Hekenn | | L
| | Pelaksani ' Knmt PMDK/ Kaal Pelayanan

Vo Penpeloln Pemberdayonn Miayar kil

E | | 1 Pelugas PATEN |
0 Pengawanan Pengawasan dilakukan secara begenjang diri Camat
; mtermal _ [ mengawast Kasi dan Kast mengawans Stal, ol
100 | Penanpanan Pengndunn dapat disampaiknn secarn lisan, SMS, |
| | penpaduan, Telepon/fax,  c-mail,  atau  media s yangy |
1 saran, dan selanjutnyn akan dibohas dalam rapat internal.

1 | masukan Hasil evaluns

oo b o S disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti,

11, | Jumlah 4 (empat) orang,
. ipelaksaon VO
{ 12, | Jaminan - Memberikan  pelayanan  yang ‘mudah, tepat
pelayanan waktu, dan transparan,

- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan
peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian,
keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib

| administrasi. ~
13. | Jaminan - Rekomendasi perizinan dijamin keabsahannya
keamanan dan - Ruang Tunggu djjamin kenyamanannya
keselamatan - Tempat parkir yang luas dan aman
pelayanan _
14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan |
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat _internal

7. Legalisasi Surat Keterangan Usaha

NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum PP Nomor 19 Tahun 2008 tenténg Kecamatan.
2. | Persyaratan 1. Pengantar Desa
| Pelayanan 2. KTP yang bersangkutan

3. | Sistem, Sesuai dengan SOP
mekanisme, dan
prosedur _

4. | Jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) menit
penyelesaian

S. | Biaya/tanf -

6. | Produk pelayanan | Legalisasi Surat Keterangan Usaha

7. | Sarana, . Perangkat Komputer
prasarana, 2. Buku registrasi
dan/atau 3. Buku Agenda
fasilitas 4. Ruang Tunggu

8. | Kompetensi 1. Camat/Sekcam
Pelaksana 2. Kasi PMDK/Kasi Pelayanan

3. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
4. Petugas PATEN

9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dar1 Camat
internal mengawasi Kasi dan Kasi mengawasi Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, SMS,
pengaduan, Telepon/fax, e-mail, atau media masa vyang
saran, dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal.
masukan ' Hasil evaluasi

Alenmnnibqr\ [n:- f“qmqf '{n-ph}l.r A1f1nr{r‘1[f|gn1nh |
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11,

sl

| Pelaksana

dmnluh
pelaksana

{ ‘
Jatminan
| pelavanan

.

13, |

Jumiman
keamanan dan
keselamatan
pelavanan

— e A B S, o (] e - it i k8 S

Evaluasi kinerja

e R . — s,

T e R

4 (empat) orang

e e o ———

Memberikan  pelavanon yang  muodah,  tepat
waktu, dan tranaparom,

Memunpkatlkan  prolenionalisme  aparatuar 1rll"'n|.l;url4
penmpkntan kompelensi, kedimphnan, ketehtinn, |
kernmaohan, vasa tanggang jaowab dan tertib
admimistraosy, | -
Lepnhisast - Surnt Keteranpan
dijamin keabsahannyn

Ruang Tungpu dijnmin kenyamanannya
Tempat parkir yang luas dan aman

e e . G g S e mm  —

Usnhn

-

-

o o F . s e B, g g R ——— — e r o A Sem e

svaluasi kincrja dilaksanakan periodik setiap bulan
“secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

l_—-_——--—d —— e — wpaSE T

8. Legulisasi Permohonan Perizinan

R

- -

L

-

P

- — e - — e 0 il e

NO. KOMPONEN URAIA
N
1. | Dasar Hukum | PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
2. | Persyaratan |. Permohonan izin yang sudah dilegalisasi oleh Desa
Pelayanan 2. KTP yang bersangkutan
3. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga
4. Tanda lunas PBB tahun berjalan/tahun
sebelumnya
5. Denah lokasi - )

3. Sistem, Sesuai dengan SOP
mekanisme, dan
prosedur

4. | Jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) menit
penyelesaian

5. | Biaya/tanf -

6. | Produk pelayanan | Legalisasi Permohonan Perizinan

7. | Sarana, . Perangkat Komputer
prasarana, 2. Buku registrasi
dan/atau 3. Buku Agenda
fasilitas 4. Ruang Tunggu

8. | Kompetensi 1. Camat/Sekcam
Pelaksana 2. Kasi PMD/Kasi Pelayanan

3. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
4. Petugas PATEN

9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat
internal mengawasi Kasi dan Kasi mengawasi Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, SMS,
pengaduan, Telepon/fax, e-mail, atau media masa yang
saran, dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal.
masukan Hasil evaluasi

disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 4 (empat) orang
pelaksana

12. | Jaminan - Memberikan pelayanan yang mudah, tepat
pelayanan waktu, dan transparan.

- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan
peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian,
keraxnahan ‘rasa tanggung jawab dan tertib

La ¥ 7 T L
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II

|

Kenmanan dan
Keselamatnn

| e laynnan

Evaluast kine ljn
| Pelaksana

Lepalinnnd Preomohonan Perizinan
diamin Keabuohonnya

Ruang Tunpga dijpomin kenyviimanannyn
Fempat parkie yang lonan dan aman

Evaluast kKinerjoc dilnksannkan periodik setinp bulan
secatn berjenjong melalui rapat-tapat internal

Legalisasi Keterangan Ahlt Waris
NQO., KOMPONEN URAIA
N
1. | Dasar Hukum [ PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan,
2. | Pe rsyaratan . Surat Kematian dari Dmn/l)aktcr
Pelayanan 2. Pernyataan ahli waris dan ditandatangani oleh
seluruh ahli waris bermaterai dan ditandatangani
saksi dan
_— 3 Kepala Desa -

3. | Sistem, Sesuai dengan SOP
mekanisme, dan
prosedur

4. | Jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) menit
penyelesalan

5. | Biaya/tanl -

6. | Produk pelayanan | Legalisasi Keterangan Ahli Waris

7. | Sarana, . Perangkat Komputer
prasarana, 2. Buku registrasi
dan/atau 3. Buku Agenda
fasilitas 4. Ruang Tunggu

8. | Kompetensi ]. Camat/Sekcam
Pelaksana 2. Kasi Kemasyarakatan/Kasi Pelayanan

3. Pengelola Kesejahteraan Sosial

4. Petugas PATEN

9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berj enjang dari Camat
internal mengawasi Kasi dan Kasi mengawasi Stal.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, SMS,
pengaduan, Telepon/fax, e-mail, atau media masa yang
saran, dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal.
masukan Hasil evaluasi

disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.

11. [ Jumlah 4 (empat) orang
pelaksana )

12. | Jaminan - Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu,
pelayanan dan transparan.

- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan
peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian,
keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib
administrasi.

13. | Jaminan - Legalisasi Keterangan Ahli  Waris
keamanan dan dijamin keabsahannya
keselamatan - Ruang Tunggu dl_] amin kenyamanannya
pelayanan - Tempat parkir yang luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal




10. Penerbitan Rekomendasi Nikah

- — TR O, M il e—

| N(‘LT KOMPONEN | TIRATA
N
(1 Dasar Hukum [ PP Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecomatan,
' T |'tl“'~=\ wratan Permohonan Nikah dari [)PQH/MJA" K
- |l‘<lmmnn o

J. | Sistem, HQesuai denpnn SOP
mekanisme, dan

| prosedur . S - - )

4. | Janpka w aktu 36 (Tipgn pu[uh enam) menit

| penyelesaian S DU S T - _.

S |Bayajanl - o o

6. | Produk pclmmmn Rekomendasi Nikah

1
7. Sarana, !, Pcrnngkut lum‘lputcr
prasarana, 2. Buku registrasi
dan/atau 3. Buku Agenda
fasilitas 1. Ruang Tunggu |

8. | Kompetenst |. Camat/Sckcam
Pelaksana 2. Kasi Kemasyarakatan/Kasi Pelayanan

3. Pengelola Kesejahteraan Sosial

4. Petugas PATEN

9. | Pengawasan Pt,ngawasan dilakukan secara berjenjang dar1 Camat
internal mengawasi Kasi dan Kasi mengawasi Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, SMS,
pengaduan, Telepon/fax, e-mail, atau media masa yang
saran, dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal.
masukan Hasil evaluasi

disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.

11. [ Jumlah 4 (empat) orang

elaksana

12. | Jaminan - Memberikan pelayanan yang mudah, tepat
pelayanan waktu, dan transparan.

- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan
peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian,
keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib
administrasi.

13. | Jaminan - Rekomendasi nikah dijamin keabsahannya
keamanan dan - Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya
keselamatan - Tempat parkir yang luas dan aman
pelayanan

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

11. Legalisasi Izin Keramaian

NO. KOMPONEN URAIA
N

1. | Dasar Hukum PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
2. | Persyaratan Permohonan Izin Keramaian

Pelayanan
3. Sistem, Sesuai dengan SOP

mekanisme, dan

| prosedur |




[y
g |

| Produke pelayaninn

Janpekn waktn
-:-n}vlrwimi
Iaya/tand

i My (T ypndah enagm) e it

bapralinant Lzin Kerumatian

l ¥s | Hnmnu. | I Pornnphot Kompuater .l
| Prasarni, T Bkt regiatram |
don/otan L Pk Apenda
lanilitnn 1 Ruangg Tangyd j
{H, 1l~.‘,um|wtrlmi | Comint/Sekeinm |
Pelaksana 1 Koal Kemanyarakatan/Eas Pelaynnan
l 1. Penpelola Kesejahteraan Sosinl |
A Petugan PATEN —— e !
a0, Pengawnsin Pengawasnn tlllgllculmn seCHrd I;f-rjff{';_ji:‘tl;f, (lasri (..uma”
| internal menpawnsl Kasl tlun‘l’mm INCNAWAS) .o!;n{, —_—
10. | Penanganan Penpanduan dapal flltrmmpmknn secars linan, :;-{A,-,.,i
pengaduan, Telepon/fax, c-mal, atau media masa  yang,|
saran, dan sclunjutnya  akan dibahas dalam rapat internal,
masukan Hasil evaluast N -
disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.
11. [ Jumlah 4 (empat) orang |
_| pelaksana N I ]
12. | Jaminan - Memberikan pelayanan  yang mudah, tepat
pelayanan waktu, dan transparan. i
- Meningkatkan profesionalisme aparatur depgané
peningkatan kompetensi, kedisiplinan, lf.ct:r:ht:zu'),,3
keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib .
administrasi. +
13. | Jaminan - Legalisasi Izin Kcramaian dijamin kcabsahannya
keamanan dan - Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya
keselamatan - Tempat parkir yang luas dan aman
pelayanan = _
14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap
Pelaksana bulan secara berjenjang melalui rapat-rapat
internal

12. Legalisasi Proposal

NO. KOMPONEN URAIA
N
1. | Dasar Hukum PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
2. | Persyaratan 1. Proposal permohonan Dana Hibah Kepada Bupati
Pelayanan 2. Permohonan tertulis dibubuhi cap tanda tangan |

R el S T

A —— A — ——— o S e . — . E Een B A B e mn ST T M R S5

oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara diketahui
oleh Kepala Desa dan Camat

Kop surat dan stempel harus sama, alamat
lengkap, dan no. HP yang bisa dihubungi
Fotokopi SK Kepengurusan yang ditandatangani

oleh Kepala Desa
Fotokopi KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara

RAB ditandatangani Ketua, Sekretaris,
Bendahara Cap Stempel Surat Keterangan
Domisili dari Kepala Desa

Rekomendasi dari KUA Kecamatan untuk
Langgar, Mesjid, Maulid Habsy, Majelis Ta'lim,
Madin, Pontren, Rukun Kematian
Rekomendasi dan DPK BKPRMI Kecamatan
untuk TK/TPA

8.

- mm— e — . — S—— i — Y T S e — S e e s e gy



S Tambahan untuk yayasan ;

I Fotokopt nkta notarcin

| Y Fotokopi NPWP
.' T Fotokopt Suarst Keterangnn Terdudtar dir
| Hadun Keshangpol sekummng-kamngnya 3
| | }thlll _—
r}.!': 'l'ﬂmlrm. | Sesun denpgnn SO |
| mekntnsme, dan
| prosedur L . |
1. Ddanpka winktu 30 (Mgn puluh enam) menit
wenvelesan |
Y
0. | Produk pelayanan | Legalisasi Proposal
7. Slmnu. o l. l”rrungkn.l Kuuwulcr
| prasarana, 2. Buku repastrasi
dan/atau fasilitas | 3. Buku Agenda |
- 1. Ruang Tunggn
8. | Kompetensi 1. Camat/Seckcam
Pelaksana 2. Kasi Kemasyarakatan/Kasi Pelayanan
| 3. Pengelola Kesejahteraan Sosial
4. Petugas PATEN
K} Pt;I"IQEIWIISI'lH Pengawasan dilakukan secara berjenjang dani Carnat
internal mengawasi Kasi dan Kasi mengawasi Staf.
' 10. Penanganan Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, | |
pengaduan, SMS, Telepon/fax, e-mail, atau media
masa yang selanjutnya _ '
saran, dan akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi
masukan disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 4 (empat) orang
pelaksana |

12. | Jaminan - Memberikan pelayanan yang mudah, tepat
pelayanan waktu, dan transparan.

- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan
peningkatan kompetensi, kedisiplinan, ketelitian,
keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib
administrasi.

13. | Jaminan - Legalisasi Proposal dijamin keabsahannya
keamanan dan - Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya
keselamatan - Tempat parkir yang luas dan aman
pelayanan

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

13. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

NO. KOMPONEN URAIA
N
1. | Dasar Hukum PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
2. | Persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa
Pelayanan
3. | Sistem, Sesuai dengan SOP
mekanisme, dan |
prosedur
4. | Jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) menit
penyelesaian
S. | Biaya/tarif -
6. | Produk pelayanan | Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)




)

7. Surann, by Pernnphat Komputer
Prosarinm, L uko repistond “
i dan/atau otk Apenila ‘
't | Familitive ; t Ruang Tanggn | -
N. Rompelens o Catnad /Hekenm |
| Pelakaann 2 Koal Kemanyaraknton/Kasi Pelayanarn
| L Penpeloln Kegepnhiteraon Soaial |
| ] [ Petugna PATEN .
O, | enpawasian Penpawasan dilokukon secara berjempong dart Camat
- lintermal | | mengawansi Kast dan Kast mengawnsi Siaf,

10, 11‘\"1111!\}1&1!11111 Penpaduan dapat disampaikan secara hsan, SMS,
pengaduan, Telepon/lnx,  comail,  atau  medin masa  yang
saran, dan selanjutnyn  akan  dibahas  dalam rapat internal.
masukan Hasil evalunsi

| disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti. |
11. | Jumlah 4 (empat) orang
| ipelaksaoon (o

12, [ Jaminan - Memberikan  pelayanan  yang  mudah, tepat
pclayanan waklu, dan transparan.

- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan |
peningkatan kompetensi, kedigiplinan, ketelitian, |
keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib |
administrasi, |

13. | Jaminan - Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
keamanan dan dijamin keabsahannya |
keselamatan - Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya
pelayanan - Tempat parkir yang luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap
Pelaksana bulan secara berjenjang melalui rapat-rapat

internal

14. Legalisasi Surat Keterangan Domisili

NO. KOMPONEN URAIA
N
1. | Dasar Hukum PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
2. | Persyaratan Legalisasi Surat Keterangan Domisilt dar1 Desa
Pelayanan
3. | Sistem, Sesuai dengan SOP
mekanisme, dan
prosedur
4. | Jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) menit
penyelesaian
5. | Biaya/tanf -
6. | Produk pelayanan | Legalisasi Surat Keterangan Domisili
7. | Sarana, 1. Perangkat Komputer
prasarana, 2. Buku registrasi
dan/atau 3. Buku Agenda
fasilitas 4. Ruang Tunggu
8. | Kompetensi . Camat/Sekcam
Pelaksana 2. Kasi Tata Pemerintahan/Kasi Pelayanan
3. Pengadministrasi Pemerintahan
) 4. Petugas PATEN
9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat
internal mengawasi Kasi dan Kasi mengawasi Staf.
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13.

MSE——

14.

Iy nanpanan
! renyg nilllilll.

saran, (an
muasuln

Jumilanh
pelanksana

Jominan
pelayanan

Jaminan
keamanan dan
kt:tac :.m'rltnn

Svi lllm-ﬂ kiner)a
Pelaksana

e

o s il e s — T ——

Pengadunn dopat disampakan seenrn hison, SM8, |

s s ———— - —————.

. R e i W gy

Telepon/fux, email, at media masu yang |
relnnjutnya nkan dibahns dalam rapat internal.
il evalunsg

disampniknn ke Camat untuk ditindaklnnjoti,
4 (cmpat) orang

-l e g W

- Memberiknn pelayanan  yang mudah,  tepat

waktu, dan transparan,

- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan
peningkatan kompetensi, kedisiphinan, ketelitian,
keramahan, rasa tanggung jawab dan tertib

~administrast, -

- Lepalisast Surat Keterangan
diyamin keabsahannya

- Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya

- Tempal parkir yang luas danaman

Evaluasi kinerja dilaksanakan pe riodik setiap bulan
sccara berjenjang melalui rapat-rapat internal

S —— . —— i il s - L
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